
 
 

 
KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN TANAH LAUT 

 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT 

NOMOR 6 TAHUN 2026 

TENTANG 

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH 

BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT 

TAHUN 2026 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT, 

Menimbang 

 

: a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari 

Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di 

Lingkungan Instansi Pemerintah sebagai acuan 

keseragaman pemahaman dan Tindakan dalam 

membangun zona integritas; 

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona 

integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah 

birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026, 

maka dipandang perlu menyusun rencana aksi 

pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari 

korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di 

lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah 

Laut Tahun 2026; 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah 

Laut tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas 

Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi 

Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) 

sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 30 

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 137) terakhir diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197);  

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5038); 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
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Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6863); 

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5897); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 127, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5135) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemeritah Nomor 94 Tahun 2021 

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6477); 

9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 

2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 

Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

63); 

10.  Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi 

Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 108); 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan 

Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah 

Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah 

Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671); 

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

1168) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 

2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

442); 

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan 

Administrator
Typewritten text
jdih.kpu.go.id/kalsel/tanahlaut



 
 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata 

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 377); 

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang 

tugas, fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Tata Kerja 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat 

Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota(Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 

15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-

Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi 

Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024; 

16. Keputusan Komisi Pemllihan Umum Nomor 314/ORT.07-

Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupeten Tanah 

Laut Nomor     Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Kerja 

Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju 

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih 

dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026; 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

TANAH LAUT TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN 

ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI 

KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN 

MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2026. 

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas 

di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah 

Laut sebagai acuan implementasi pembangunan zona 

integritas di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah 

Laut Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

   

 

 
Ditetapkan di Pelaihari 

KABUPATEN TANAH LAUT, 

 ttd. 

RUDY PRATIKNO 

 

Pada tanggal  19 Januari 2026 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 
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